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PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG
KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) CABANG MAKASSAR

Andi Sri Rezky Wulandari

ABSTRAK
Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis nomatif
dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan
metode deskriptif kualitatii dan hasil dari bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik
suaty kesimpulan dengan menggunakan metode dedukiif.
Dalam proses pnyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, sebagaimana telah
diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan pemberian asurans| yang diberikan berupa ganfi rugi sebagai akibat langsung dari
kecelakaan dapat diberikan dalam batas wakiu 365 har setelah terfjadinya kecelakaan,
Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun
ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditenfukan P.T, Jasa
Raharja (Persera) Cabang Makassar. Setelah melalui 1ahapan melengkapi persyaratan
yang -ditentukan, seria penelilian yang seksama terhadap permohonan jaminan
pertanggungan kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk
memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. PT Jasa Raharja
{Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pembetian ganti rugi
kepada korban kecelakaan iafu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati-
hatian saat menelitl seluruh permohonan ganti rugl. Hal tersebut ditujukan, supaya
tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemeriniah terhadap penyelenggaraan
jaminan sosial dan terhindar dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Kala kunci : ganti rugi, kecelakaan roda dua.

BABI vang diharapkan dapat menjamin
PENDAHULUAN lersedianya dana unfuk kebuluhan masa

A. Latar Belakang depan bagi did peserta dan keluarganya.
Sejarah sistem keuangan, Ketika seseorang sudah tidak produktif

mengenai kehadiran asuransi jauh lebih
dulu dibandingkan instrumen modem
lainnya, seperli reksadana yang sempal
melesat dengan cepal. Tetapi menurun
karena fidak adanya exit policy yang
handal. Sualu kebijakan yang juga perlu

dipersiapkan  sejak  dini  semban
membenahi  industi  asuransi  dan
meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk berasuransi, Asuransi kini bukanlah
lagi sebagal slat pedindungan dirl atau
pedindungan hara bepda semata.
Asuransl lelah berkembang sedemikian
jauh menjadi suatu Instrumen investasi

lagi menghasilkan uang. Di tengah
masyarakal, tidak jarang kita |uga
mendengar ucapan bahwa jangankan
berasuransi, menabung sebagian kecil
saja penghasilan untuk  kebutuhan
mendadak masih sulit bagi sebagian
besar masyarakat Inflasi, nilai tukar,
kondisi moneter, yang liar tidak terkendali,
yang merupakan wilayah tanggungjaweb
profesional dan moral pemerntahan
untukmenjaganya, merupakan momok
yang secnantiasa menelan aset dan
masyarakal. Pelaku dan regulator industr
pErEsuransian beranggungjawab
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meluruskan persepsi masyarakat yang
kelinu. Justru karena minimnya
penghasilan, sehingga menuntut
seseorang harus disiplin menabung agar
supaya lidak sulil apabila menghadapi
kebutuhan mendadak, semizal uniuk
bercbat apabila sakil.

Menjadi peserla asuransi sama
dengan menabung secara konwvensional,
itu sendiri sebenamya bentuk lain dari
“perdindungan” yang dilakukan secara
sadar atau tidak oleh masyarakat
Berasuransi hanyalah memindabikan
pengelclaan rsikc kepada pihak lain,
yakni perusahaan asuransi. Demikian
pula kesadaran masyarakal uniuk
melindungi harta bendanya dengan
esuransi, masih dianggap sebagai
tindakan menghambur-hamburkan uang,
misalnya dengan membayar premi setiap
tahun secara fteratur, manfaat yang
dipercleh sering dirasakan oleh mereka
tidak sebanding. Fencilraan asuransi
yang melekal di mata masyarakat
diresakan kurang berkenan. Saat calon
nasabah dibujuk untuk “membeli® polis
asuransi untuk menyediakan “payung
risiko”, yang dapat sefiap saat menimpa
atau memusnahkan dir, janji manfaat
sepertinya  selinggi  langit. Namun,
manakala gillran nasabah mengajukan
klaim, dirasa sangal merepotkan.
Prosedurnya yang berbelit, bahkan ada
yang tidak jelas karena tidak
transparannya proses pemasaran
asuransi sejak awal. Begitulah citra
asuransi yang melekat pada bensk warga
masyarakat, sehingga popularitasnya
masih memprihatinkan.

Hal ini nampak, misalnya di
berbagai media, bertaburan kekecewaan

masyarakal pemegang polis
diungkapkan. Komplain nasabah
terhadap asuransi lebih  menonjol.
Padahal mereka yang merasakan

manfaat berasuransi juga tak kalah
banyaknya. Kalau tidak, lentu sudah lama
asuransi lenyap dalam percaluran bisnis.
Inilah  pekerfaan seluruh  komponen
imdusti asuransi, dar regulator, pelakuy,

dan lembagalembaga penunjangnys,
hingga agen independen. Sesuai
perkembangan jaman dan pertambahan
jumlah  penduduk, maka kebutuhan
manusia akan transportasi bertambah
pula dar hard ke har secara pesat,
sehingga jalan umum yang telah tersedia
semakin padat. Hal tersebut mengandurp.gl
risiko yang sangat tinggi bagi pengenda’a
kendaresan maupun pengguna jalan
umum lain. Sebagaimana peryataan
Soewandono (1595 1 1) :
“Angka kecelakaan di jalan rava
dewasa ini dar har ke har, sangat
memprihatinkan, Hampir setiap hari
media masa memberitakan kasus
kecelakaan lalu-linlas. Berbagai
infformasi  menunjukkan  bahwa
diantara manusia balk yang berasal
dari penumpang kendaraan
bermotor, pemakal jalan umum
maupun pejalan kakl. Pemakai jalan
umum lainnya ftu ada yang berbuat
nekat, jika menjalankan kendaraan
di jalan umum. Mereka lupa bahwa

pemakal jalan umum itu
pemakainya bukan mereka sendir,
zehingga mereka dapat

mengendalilkan kendaraannya
tanpa memperhatikan orang tain".

Risiko menipakan satu kala yang
tidak dikehendaki oleh seliap orang,
padahal kenyalaannya dalam kehidupan
manusia pasti menghadapi risiko. Hanya
gaja, seberapa besar riske yang akan
dihadapi eleh sefiap orang yang
bersangkutan sangal tergantung dan
aklivitas yang dilakukan. Jika hal ini
terjadi tentu akan membawa dampak
yang besar, apsbila yang terkena
musibah tersebut adalah tulang punggung
keluarga. Mencermati risiko dapat datang
seliap saal, maka ristko lersebut dapat
dikelela dengan baik. Apabila risiko
muncul untuk pihak yang terkena
musibah lidak peru risau, scbab segala
kerugian dapat dilanggung oleh pihak
pengelola risike vang pada umumnya
berbenluk badan usaha. Hal yang perlu



dijabarkan lebih lanjut adalah makna dari
rigiko itu sendifd. Artinya, jenis risiko apa
saja yang pengelolaannya dapat dialihkan
ke perusahaan asuransi, Jika dilihat dari
sudul pandang hukum, risike berarti
menanggung  atau  memikul  kerugian
sebagai akibat dan suatu peristiwa di luar
kesalahannya yrng menimpa barang atau
orang (Soebekti, 1973:88).

Dari rmumusan di atas dapatl
diketahui bahwa risiko, berari adanya
kewajiban untuk memikul beban kerugian
karena eda sustu penistiwa yang ftidak
pasti, Mencermati perkembangan ilmu
dan tekhnologi yang berkembang pesat,
maka pela pikir seseorangpun  lurnul
mempengaruhi, lidak terkecuall pada
risike yang menimpa dirinya. Risiko yang
timbul bila diakibatken oleh sualu
peristivea yang tidak lentu yang mungkin
dapat lerjadi sewaklu-waktu, sehingga
mengakibatkan suaiu kerugian,
kerusakan/kehilangan keunlungan yang
diharapkan mungkin akan diderita cleh
seseorang. Adapun peristiwa vang fidak
tentu itu disebut juga dengan evenement.
Evenement itu sudah pasli terjadi, namun
saat terjadi fidak dapat dipastikan.
Seandainya perstwa yang  tidak
tenlu/evenement itu  teradi  sudah
dipastikan akan menimbulkan kerugian
yang besar karena sebagal akibatnya
manusia harus memikul nsike yang timbu!
tersebut. Dengan adanya kenyataan
tersebut, maka wssha di bidang
perasuransian harus ditingkatkan baik
jumlah perusahaan asuransi maupun
produk asuransinya, Pemerintah juga
semakin memperiuas lapangan pekerjaan
serla lapangan usaha yang ada di
Indonesia. Oleh karena itu, perdu adanya
sualu bentuk perusahaan jasa yang dapat
digunakan untuk menerma, menghindar,
mencegah, mengalihkan/membagi risiko
yang dialami sesecrang.

Disinilah peranan asuransi
sebagai sebuah lembaga yang
memberikan perdindungan yang mungkin
timbul setiap saat yang mengancam
kelestarian pembangunar, karena
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semakin meningkatnya ancaman risiko
yang dirasakan sangat mengganggu dan
sulit Ltk dihindari. Keadaan
perekonormian yang belus
memungkinkan merupakan salah salu
masalah yang mengakibatkan
keberadaan suatu jaminan sosial, menjadi
tanggungjawab' pemerintah yang sangat
berat. Hal tersebut  menimbulkan
pemikiran pemerintah untuk
melaksanakan jaminan sosial secars
gotong-royong. Cengan adanys
kegolong-royongan ini, maksa
pembentukan dana dilakukan melalui
ran-iuran wajlb yang ditujukan kepada
masyarakat yang mempunyai kewajiban
unluk membayamya, yaitu : penumpang
kendaraan atau angkutan umum, pemilik
angkutan umum dan pemilik keendaraan
bermolor yang pada ekhimya hasil dari
pengumpulan dana lersebut dilimpahkan
juga sebagai pemberian jaminan
perlindungan pada masyarakat banyak.
(Maria Anita Christianti Cengga, 2002 - 1)

Undang-undang di atas
memberkan daya dukung dan landasan
hukum yang kuat bagi terlaksananya
program pemberian asuransi sosial bagi
korban kecelakaan lalu-limas jalan raya.

Kedua undang-undang lersebut
menyebutkan bahwa  korban  dari
kecelakaan laluw-lintas jalan berhak

mendapal sanlunan sesual peraturan
perundang-uridangan yang bedaku. P.T.
Jasa Rahara (Persero) akan memberikan
perlindungan ferhadap kerugian yang
disebabkan oleh kecelakaan dalam hal ini
tedanguung adalah korban kecelakaan
lalu-lintas (pihak yang dikenai) dengan
syaral-syaral ferlenlu yang telah
ditetapkan. Maksud dari adanya
perindungan ini adalah untuk
mernngankan beban dar korban dan
keluarganya, karena biaya pengobatan
dan perawalan dokter yang telah
dikeluarkan. Tindak lanjut perindungan
sosial bagi masyarakat, maksa
diciptakanlah  suatu cara  dengan
pemberian  santunan  bagi  korban
kecelakaan lalu-lintas jalan,
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Santunan atau ganfi rugi sebagai
wujud program asuransi sosial tersebut,
diberkan oleh pemerintah melalui P.T.
Jasa Raharja (Persero) yang beraung
dibawah Departemen Keuangan RL
Dalam pelaksanaan program pemberian
asuransi sosial bagl korban kecslakaan,
perusahaan tersebut berpijak pada aturan
Perundang-undangan, yailu :Undang-
Undang No. 33 tahun 19564 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang dan Peraturan Pemerintah
No. 17 tahun 1865 tentapg Ketentuan-
Ketentuan Pelaksanaan Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang dan Undang-Undang No. 34
tahun 1864 ientang Dana Kecelakaan
Lalu-Lintas  Jalan dan  Peraturan
Pemerintah MNo. 18 {ahun 1965 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana
Kecelakaan lalu-Lintas Jalan.
Dilatarbelakangi uraian di atas, maka
penulis ingin membahas permasalahan
yang limbul di dalam suatu penelitian
dengan judul : “Penyelesaian Ganti Rugi
Akibat Kecelakaan Kendaraan Bemmotor
Roda Dua Menurut Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 1864 Tentang Dana
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di PT.
Jasa Raharja (Persera) Cabang
Makassar'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang
lelah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang dikaji dalam
penslitian ini sebagai berikut
1. Bagaimana prosedur penyelesaian

gantl rugi akibat korban kecelakaan
kendaraan bemmetor roda dua ?

Z. Bagaimana langgungjawab FP.T. Jasa
Rahara (Persero) Cabang Makassar
terhadap korban kecelakaan
kendaraan bemmotor roda dua 7
C. Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karva tufis ilmiah,
maka peneliian ini mempunyai tujuan
yang hendak dicapai vaitu ;

1. Tujuan Umum
a. Untuk memenuhi dan melengkapi

sebagian syargt-syaral seria

sebagal bagian dar tridarma
perguruan tinggi di  Fakultas
Hukum Universitas Indonesia
Timur Makassar

b. Untuk memberkan informasi
kepada pembaca wyang
memetlukan, sebapal sumbangan
pemikiran dalam masaiah-

masalsh yang berkaifan dengan
proses pelaksanaan penyelesaian
ganti rugi akibat kecelakaan
kendaraan bermotor roda dua
menurut Undang-Undang No. 34

Tahun 1964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di
P.T. Jasa Rahafja (Persero)
Cabang Makassar.
2. Tujuan Khusus
@ Untuk mengetahui  prosedur

penyelesaian ganti rugi akibat
korban kecelakaan kendaraan
bermotor roda dua

b, Unluk mengelahul tanggungjawsab

P.T. Jasa Rahafga (Perserc)
Cabang  Makassar lerhadap
korban kecelakaan kendaraan
bermaotor roda dua

€. Untuk mengetahul kendala-
kendala di dalam penyelesaian
ganti rugi dan upaya

penyelesaiannya.

BARBII
TINJALAN PUSTAKA
A. Pengertian Asuransi

Di negara Indonesia, selain istilah
asuransi  dipergunakan  juga  istilah
pertanggungan. Pemakaian kedua istilah
itu tampaknya menglkuti istilah dalam
bahasa Belanda, yaitu Assurante
{asuransi) dan Verzekering
{(pertanggungan). Memang asuransi di
Indonesia berasal dar negara Belanda. Di
Ingaris digunakan istilah Insurance dan
Assurance yang mempunyai pengerfian
yang sama. Istilah /Rsurance digunakan
untuk asuransi  kerugian, sedangkan
Assurance digunakan unluk asuransi jiwa
(Radiks FPurba, 1992 ; 40).



Asurans! timbul, karena wntutan
untuk  memenuhl  kebutuhan  hidup
manusia yang ada, balk di dalam
individunya sendid maupun lingkungan
kelompoknya vang ada. Manusia
dihadapkan pada suatu masalah yang
ada dan ftidak meneniu. Mungkin itu
menguntungkan, tetapi juga sebaliknya
merugikan. Asuransi merupakan sebuah
sistem uniuk merendahkan kehilangan
finansial dengan menyalurkan risiko
kehilangan dar seseorang atau badan ke
pihak yang fain yang sanggup
menanggung segala nsiko yang #kan
lerjadi. Mamun selain istilah asuransi,
digunakan juga istilab perangaungan.
Pemakaian kedua istiah itu di dalam
bahasa Belanda, yallu Assurenie
(asuransi) dan Verzekenng
{perianggungan), (Radiks Purba, 1852 :
40).

Fengerian
Punwosuljipto :

“Peranjian

asuransi  menurut
timbal-balik
penanggung dengan penutup
asuransi, dimana penanggung
mengikatkan diri untuk mengganti
keruglan dan/ membayar sejumlah
uang (sanlunan) yang ditelapkan
pada waklu penulupan perjanjian.
Kepada penutup asuransi  alau
prang lain yang mengikatkan dir
untuk membayar premi asuransi”,
(1896 : 10)

antara

Berdasarkan pengedian asuransi
di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan
yvang dilakukan oleh perusahaan asuransi
merupakan suvalu perjanjian. Perjanjian
asuransi ity bersitat
konsesualisme/peranjian peranggungan,
dapat dikatakan sah apabila berdasarkan
kata sepakat antara para pihak dan lebih
menekankan persesudian  kehendak
sebagai inti dar hukum perjanjian.
Konsekuensinya adalah adanya sualu
perjanjian tidak peru ada formalitas lain,
dimana peranjian dianggap sudah
terbentuk  ketika ada kesepakatan,
Kesepakatan mengandung arti bahwa
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para pihak saling menyatakan kehendak
masing-masing untuk menetapkan suvatu
perjanjianfpernyalaan, dimana pihak yang
satlu bersesugian dengan pemyataan
pihak yang lain dengan tanpa adany=
suatu  unsur pemaksaan. Pemyataan
kehendsk tidak harus dinyatakan secara
tegas, namun dapat dengar! lingkah
laku/hal lain  yang mengungkapkan
pemyatean  kehendak para  pihak.
(Handoko, 2002 ; 30)
Menurut ketentuan pasal 1 angka
(1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1892
tentang Usaha Perasuransian adalsh
sebagai berikul ;
“Asuransi atau  perlanggungan
adalah peranjian antara 2 (dua)
pihak atau lebih dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri
kepada pihak tertanggung dengan
menerima premi a@suransi  untuk
memberikan pengggantian kepada

tedanggung  karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang  diharapkan,
tanggungjawab hukum kepada

pihak ketigpa yang mungkin akan
diderita ftertanggung yang timbul
darn sualu peristiva yang fidak
pasti, atau unluk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan alas
meninggalnya  stau hidupnya
sescorang yang dipertanggungkan”.

Rumusan pasal 1 angka (1)
Undang-Undang No. 2 tshun 1982
lemyata lebih luas, jika dibandingkan
dengan rumusan pasal 246 KUHD,
Karena tidak hanya meliputi asuransi
kerugian tetapi juga meliputi asuransi
jiwa.

EB. Pengertian Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan
asuransi yang menyediakan jaminan
sosial bagi anggota masyarakat secara
lokal, regional maupun nasional. Berarti
asuransi sosial menyangkut kepentingan
masyarakat, Oleh karena #tu, agar
penyelenggaraan efektif, terarah, dan
mempunyai landasan hukum, pemerniah
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mengeluarkan  Peraturan  Perundang-
Undangan - untuk masing-masing segi
Jaminan sosial, seperti jaminan sosial
kecelakaan. (Radiks Purba, 1992 : 35).

Melalui Peraturan Perundang-
Undangan itu, pemerintah juga
menetapkan asuransi sosial sebagal
asuransi wajib agar setiap masyarakat
yang fterliibal di dalam asuransi Jtu
memikul kewajiban sosial dan
memperoleh jaminan sosial pula. Selain
itu, oleh karena menyangkut kepentingan
masyarakat, maka ftidak semua badan
atau lembaga asuransi diperkenankan
untuk menyelenggarakan usaha asurans|
soslal, letapi hanya badan atau lembaga
asuransi yang ditunjuk atau dibentuk oleh
pemerintah  sgja. Asuransi  sosial
berlujuan menyediakan jaminan sosial
berupa santunan kepada anggota
masyarakat yang menderita kerugian
yang disebsbkan oleh suatu musibah.

Unluk  menyediakan  jaminan
sosial diperiikan dana. Dan dana itu
dihimpun dari masyarakat yang ikut ambil
bagian di dalam sistem jaminan sosial itu
berupa iuran wajib (premi). Yang berhak
melakukan pemungutan juran itu adalah
badan atau lembaga yang berwenang.
(Radiks Purba, 1892 : 335) Sebagian dari
dana yang dikumpulkan itu disediakan
dana santunan sosial (dalam praktek
asurangl dischul cadangan Weimy, Dar
dana sanlunan inilah diambiltkan sejumlah
uang yang dibarkan kepada anggota
masyarakat yang berhak memperoleh
santunan menurut Peraturan Perundang-
Undangan vyang beraku, selain ftu
sebagian lain dari dana yang dikumpulkan
utnuk sementara tidak digunakan sebagai
dana santunan sosial digunakan untuk
membiayai pembangunan. Jadi juran
yang dibayarkan cleh anggota
masyarakat, secara sadar atau fidak
merupakan  aksi  menabung  unfuk
menambah  dana  investasi yang
diperiukan untuk pembangunan.

Agar  dana investasi  yang
dikumpulkan penggunaannya Secara
efektif pada proyek-proyek yang produktif

yang dapat meningkatkan kesejahteraan

" masyarakat, maka pengumpuian dan

penggunaannya diatur menurut Peraturan
Perundang-Undangan. Selain dua tujuan
permanen di  atas, asuransi sosial
mempunyai berbagai tujuan yang lain
seperti memberikan bantuan kepada
masyarakat untuk membiayai sarana
pendidikan, sarana keagarisan, panti-
panti sosial, serta sarana-sarana sosial
yang lainnya. (Radiks Purba, 1992 : 335)

C. Pengertian  Asuransi Jasa

Raharja

Asuransi Jasa Raharja (Persero),
merupakan salah satu bagian darn
asuransi sosial yang ada di Indonesia.
Keberadaan asuransi Jasa Raharja ini,
sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-
Undang No. 2 tahun 1892 tentang Usaha
Ferasuransian yang menyatakan bahwa
program asuransi sosial hanya dapat
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik
MNegara (BUMN). Program asurasi soslal
merupakan program asuransi | yang
dizelenggarakan secara wajib
berdasarkan suatu Undang Undang,
dengan ftujuan untuk memberikan
perlindungan ‘bagi kesejahteraan
masyarakal Disamping ilu, asuransi
sosial berkaitan dengan perindungan
dasar manusia seperti kecelakaan yang
mengakdbaiian  Wkatuka, cacah  dan
meninggal dunfa. {Sukis Indrayati, 1889 :
33).

P.T. Asuransi Jasa Raharja
(Persero} yang dlelah berubah nama
menjadi PT Jasa Raharja (Ferserc) alas
keputusan rapat direksi perusahaan pada
tahun 1997 dengan iujuan yaitu
mengelola dana-dana yang berasal dari
masyarakat dalam beniuk  jaminan
perdindungan sosial unluk diberikan
kembali kepada masyargkal luas yang
menjadi korban kecelakaan. PT Jasa
Raharja (Persero) mempunyai {ugas
untuk membern santunan pada korban
kccelakaan lalu-lintas. Adapun tugas PT.
Jasa Raharja  (Persero}  adalah
menyelenggarakan Undang-Undang No.



33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Walib iKecelakaan
Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah
No. 17 tahun 1965 tenlang Ketenluan-
Ketentuan Pelaksanaan Dana
Pertanggungan Waljib Kecelakaan
Penumpang serta Undang-Undang No.
34 tahun 1964 tentang Dana Kecelskaan
Lalu-Lintas Jalan Juncto Peraturan
Pemerintah No. 18 tahun 1865 lentang
Ketentuan-ketlentuan Pelaksanaan Dana
Kecelakaan lalu-Lintas Jalan.
D. Pengertian Dana Kecelakaan

Lalu-Lintas Jalan

Maksud dar dana adalah uang
yang lerkumpul dar sumbangan wajib
yang dibayar oleh pemilik atau
perusahaan alat angkutan laludintas
jalan, untuk menutup kerugian yang
dikarenakan kecelakaan lalu-<intas jalan
kepeda korban atau ahli  waris.
Sumbangan waiib menurul pasal 2 ayat 1
Undang-Undang Mo. 34 tahun 1564
tenlang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan adalah sumbangan tehunan yang
wajib dibayar oleh tiap pemilik stau
pengusaha alat angkutan ialulintas untulk
dana kecelakaan lalu-lintas jalan. Jumiah
sumbangan wajib lersebutl ditentukan
menurut Menten sesuai tanf progresif.

Sumbangan Wajib Kecelakaan
Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam
hukum asuransi sama halnya dengan
premi, yailu sejumlah uang yang harus
dibayar tertanggung kepada penanggung
sebagai imbalan risiko yang
ditanggungnya. Mengenal sumbangan
wajb ini diatur di dalam pasal 5 ayat 2
Keputusan Menteri Keuanpan Republik
indonesia No. 416/KMK.06/2001 yang
menyatakan bahwa "pelunasan
Sumbangan Wajib Kecelgksan Lalu-
Linlas Jalan (SWDKLLJ) sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 3 selambai-
lambatnya 3 (tina) hari jam kerja, setelah
tanggal jatuh tempo pengesahan ulang
tahunan atau pendsaftaran/perpanjangan
ulang Surat Tanda MNomor Kendaraan
Bermotor  (STNK) =esuai  dengan
ketentuan Feraluran Perundang-
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Undangan yang berlaku™. Sumbangan
Wajib Kecelzkaan Lalu-Lintas Jalan
(SWDKLLJ), merupakan sumbangan
wajib kKecelakaan vyang dibayar oleh
pemilik atau pengusaha angkutan [aiu-
lintas jalan kepada korban maupun ahii
waris pada saat pengesahan
ulzng/pendaftaran/perpanjangan STNK
paling lambat dibayar bulan Juli yang
dilakukan oleh perusahaan nefara yang
ditunjuk cleh Menterl yaitu kantor Sistem
Adminislrasi  Manunggal Satu  Alap
(SAMBAT).

Menurut pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Jo pasal
7 Undang-Undang No. 34 tabun 1964
mengenal  kelentuan hukuman  bagi
pemilic atau pengusaha angkutan lalu-
lintas jalan yang melalatkan kewsjibannya
membayar sumbangan wajib, maka
dihukum dengan hukuman denda Ep
100.000,00 (seratus rbu rupiah). Selain
hukuman denda, pemerniah juga
melakukan hukuman administrasi,
Hukuman edministrasi tersebut sesuai
dengan Perafuran Pemerintah No. 18 Jo
pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun
1964 tentang Dana Perlanggungan Wajib
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan dalam hal
kendaraan bermotor dapat dikenakan
sanksi berupa pencabutan :

1. Surat Nomor Kendaraan Bermotor

2. Surat Coba Kendaraan Bermotor

3. Surat Uji Kendaraan Bermotor

4. ljin trayek.

Untuk selama waktu 1 {satu)
tahun, HKetenluan-ketenluan mengenai
jumiah Sumbangan Wajib Kecelakaan
Lalu-Lintas Jalan (SWOKLLJ), menurul
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No, 416/KMK.06/2001 pasal 2
gsebagai berikut :

1. Sepeda motor 50 cc ke bawsah,
mobil ambulance, mobil pemadam
kebakaran dan mobil jenazah
dibebaskan dar sumbangan wajib

2. Trakior buldozer, forklif, mobil
derek, eskavator, crone dan
sejenisnya membayar sumbangan
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wajib sebesar Rp 10.000, 0O
{sepuluh ribu rupiah)

3. Sepeda motor, sepeda kumbang
dan scooter di atas 50 cc sampai
dengan 250 cc dan kendaraan
bermotor roda tiga membayar
sumbangan wajib sebesar Rp.
19.000,00 (sembilan belas ribu
rupiah)

4. Sepeda motor dan scooter di atas
250 cc membayar sumbangan
wajib sebesar Rp 40.000, 00
(empat puluh ribu rupiah)

3. Pick up atau mobil barang sampai
2400 cc, sedan, jeep, dan mobil
penumpang  bukan  angkutan
umum membayar sumbangan
wajib sebesar Rp 70.000, 0O
(tujuh puluh ribu rupiah)

6. Mobil penumpang  angkutan
sampal 1600 cc membayar
sumbangan wajib sebesar Rp
40.000, 00 {empat puluh riby
rupiah)

7. Bis dan mikro bis bukan angkutan
umum membayar sumbangan
wajib sebesar Rp 75.000, 00
{tujuh puluh lima ribu rupiah)

8. Bis dan mikro bis angkutan umum,
serta mobil penumpang angkutan
LITTyLim
lain di atas 1600 cc membayar
sumbangan wajib Rp 50, 00 (lima
puluh rupiah)

9. Truk, mobil tangki, mobil barang di
atas 2400 ec, truk kenlainer dan
sejenisnya sumbangan waljib Rp
80, 00 (delapan puluh rupiah).

D. Pengertian Kendaraan Bermotor
Menurut paham asuransi,

kendaraan bermotor adalah kendaraan
yang digerakkan oleh motor atau mekanik
lainnya, tidak termasuk kendaraan yang
berjalan di atas rel. Beradi, kendaraan
bermotor adalah kendaraan yang berjalan
di atas aspal dan tanah seperti mobil
sedan, bis, truk, trailer, pick up.
kendaraan beroda liga dan beroda dua.
dan sebagainya, Tidak termasuk
kendaraan yang beqalan di atas rel

seperti kereta api, trem, lor dan lain-lain.
(Radiks Purba, 1992 : 245),

Berbagai jenis dan tipe kendaraan
bemmotor digolongkan ke dalam empat
golongan. Penggolongan didasarkan
kepada banyaknya roda, kegunaan atau
tujuan penggunaan kendarasan bermotor,
daya angkul dan kemungkinan besar
kecilinya resiko :

1. Golongan |, terdin dari mobil untuk

mengangkut penumpang

2. Golongan |l, lerdii dari bis dan
kendaraan pariwisala

3. Golongan I, lerdiri dari

kendaraan bermolor pengangkut
barang seperti (ruk, traller dan
sebagainya
4. Golengan IV, terdiri dari berbagai
fenis dan lipe kendaraan bermotor
beroda tiga dan beroda dua.
E. Pengertian Korban Kecelakaan
dan Kecelakaan
Korban menurul kamus Asuransi
adalah erang, binatang dan sebagai yang
menderita (mali dan sebagainya) akibat
sualu kejadian, perbuatan jahat dan
sebagainya. Menurut Undang-Undang
No.34 Tahun 1964 pasal 4, yang disebut
dengan korban dari kecelakaan lalu-lintas
jalan adalah :
"Sefiap orang yang menjadi
korban matifcacat letap akibat
kecelakaan yang disebabkan oleh
alat angkutan |aludintas jalan
tersebul dalam pasal 1, dana akan
memberi kerugian
kepadanya/kepada ahli warisnya
sebesar jumiah yang ditentukan

berdasarkan Peraturan
Pemerntah”.
Forban kecelakzan lah-lintas

jalan adalah pihak ketiga, yaitu :

1. Setiap orang yang berada di luar
alat angkutan |ali-lintas jalan yang
menimbulkan kecelakaan, yang
menjadi korban akibat kecelakaan
dari penggunaan alat angkutan
lalu-lintas tersebut



2. Seliap orang/mereka yang berada
di dalam sualy kendaraan
bermotor dan ditabrak, dimana
pengemudi kendaraan bermotor

yang ditumpangi dinyatakan
bukan sebagai penyebab
kecelakaan, termasuk dalam hal
ini penumpang kendaraan

bermotor dan sepeda pribadi.
korban yang berhak menerima

santunan dari PT.Jasa Raharja (Persero)

adalah sebagsi berikut ©

1. Menurut Undang-Undang No.33
Tehun 1964 Pada pasal 3 ayat 1,
disebutkan bahwa ganti kerugian
diberikan kepada penumpang
yang sah dar penumpang
kendaraan bermotor umum, kereta
api, pesawal lerbang, perusahaan
nasional dan kapal perusshaan
perkapalan/pelayaran nasional
2. Menurut Undang-Undang MNo.24

Tahun 1864 Pasal pasal 4 ayat 1
Jo pasal 10 Peraturan Pemerintah
No 1B Tahun 1965, dijelaskan
bahwa yang berhak mendapatkan
ganti kerugian adalah seliap crang
yang menjadi korban matifcacal
tetap akibal kecelakaan yang
disebabkan oleh alat angkutan
lalu-intaz  jalan.  Kecelakaan
menurut  Wirjono  Frodjodikoro
adalah suatu kejadian yang fidak
lerduga, datangnya darl luar
dengan kekerasan bak secars
fisik maupun  kimiawi, tidak
disengaja penyebabnya, harus
lerihat (bukan dar penyakit) diri
ditambah yang seketika
menyebabkan luka badan, cacal
tetap/meninggal dunia yang
sifatnya dan tempatnya tidak
dapat ditentukan oleh dokler (polis
asuransi kecelakaan diri PT. Jasa
Raharja).
Menurut Rochim Aro Yusi (2003 ;

17) menerangkan bahwa Undang-Undang

Mo, 34 tlahun 1864 lentang Dana

Fertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-
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Lintas Jalan, maka kecelakaan yang

dimaksud adalah :
“Suatu peristiwa akibal darn
penggunaan kendaraan bermotor
sebagai angkutan jalan raya yang
tidek dapat dihindarkan lagi cleh
pemakai jalan lain maupun oleh
pemilik/pengsuna angkulan lalu-
lintas jalan tersebut”.

Peristiwa vyang dimaksudkan
dalam kategord kecelakaan, misalnya
dapat berupa sebuah tabrakan darn suatu
kendaraan dengan kendaraan lain,
ditabrak oleh kendaraan lzin, menabrak
crang lain, kecelakaan labrak lar, dan
sebagainya. Dimana akibat dari periwa
tersebut akan menimbulkan kerugian bagi
yang jadi korban maupun yang
mengakibalkan kecelakaan tersebut.

Menurut Dijoko Prakosc (2000
272), mengatakan bahwa kecelakaan
mempunyai pengertian: "menjatuhl tubuh
seseorang oleh suatu perstiwa yang
datangnya dari luar secara tiba-liba". Oleh
karena itu, seseorang yang menjadi
korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya
dilindungi oleh pihak pemerintah yang
diwakill oleh PT. Jasa Raharja {Persero).
Fara korban kecelakaan tersebut berhak
mengajukan permintaan atau
permohonan untuk mendapatkan dana
santunan kecelakaan lalu-lintas jalan raya
pada kantor perwakilan Jasa Raharja
yvang berada di tempal kecelakaan itu
terjadl maupun yang berada di daerah
dimana korban atau ahli wans korban
bertempat tinggal.

1. Pengerian ahll waris
2. Ketentuan Ahli Waris

Dalam hal korban meninggal
dunia, maka santunan meninggal dunia
diserahkan langsung kepada ahliwaris
korban yang sah, yaitu :

1. Janda atau dudanya yang sah
a. Dalam hal lidak ada
janda’dudanya yang sah,
kepada anak-anaknya yang
sah
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2,

F:

b, Dalam hal tidak ada
janda/dudanya dan anak-
anaknya yang sah kepada
erangtuanya yang sah

Disamakan kedudukannya dengan

anak dan oranglua sah

a. Pengertian dari anak dan
cranglau sah lidak selalu
pengertian anak kandung dan
orangtua kandung, akan letapi
anak tin dan omangtea i
dizamakan kedudukannya
sebagai ahli waris sah

b. Demikian Juga anak angkal
dan orangtua angkat
disamakan kedudukannys
sebagai ahliwari= sah apablla
telah mendapat putusan dar
pengadilan Negeri atau
instansi berwenang lainnys

Hak dan Kewajiban Para Fihak

Asuransi  sebagai peranjan

timbal-balik, mengandung adanya suatu
hak dan kewsjiban berkaitan dengan hal
tersebut, para pihak yang terlibal di dalam

asuransi,

yaitu  penanggung  dan

terfanggung masing-masing mempunyai
hak dan kewajiban yang saling berhadap-
hadapan. Adapun hak dan kewajiban
yang dimaksud menurut Sastrowidjojo S
(1697 : 22), antara lain :

Hak dan kewsdjiban dar tertanggung,
adalzh

1.

a.
1)

2)

3)

4)

Hak Terlanggung

Menuniut agar polis
ditandatangani cleh penanggung
Menuntut agar polis segers
diserahkan cleh penanggung
Meminta ganti kerugian kepada
penanggung, karena pihak yang
disebut terakhir ini lalal
menandatangani dan
menyerahkan  polis  sehingga
menimbulkan kerugian kepadanya
Melalul Peradilan, terfanggung
dapat membebaskan penanggung
dari terfanggung yang lain untuk
waktu dan bahaya yang sama
dengan asuransi yang pertama

5)

2)

3)

4)

2)

3)

4)

Menuntut ganti kerugian kepada
penanggung, apabila peristiwa
yang diperanjikan dalam polis
terjadi,

Kewajiban Tertanggung
Membayar premi
penangaung
Memberikan
benar
mengenal
diasuransikan

Mengusahakan atau mencegah
agar penstwa vyang  dapat
menimbulkan kerugian terhadap
obyek yang diasuransikan fidak
lerjadi  atau dapat dihindari.
Apabila dapat dibuktikan oleh
penanggung bahwa tertanggung
tidak berusaha mencegah
terjadinga  peristima  tersebut,
dapat menjadi salah salu alasan
bagi penanggung uniuk menolak
membenkan ganti kerugian
bahkan sebaliknya menuntut ganti
kerugian kepada terfangoung

kepada

keterangan yang
kepada  penanggung
obyek yang

Memberikan kepada penanggung
bahwa telah terjadi peristiwa yang
menimpa obyek yang
diasuransikan, sera ussha-usaha
pencegahannysa,

Hak dan  kewajiban dari
penanggung, adalah:

Hak Penanggung

Menuntul  pembayaran  premi
kepada  fertanggung,  sesuai

dengan perjanjian

Meminta kcterangan yang benar
dan lengkap kepada terlanggung
berkaitan dengan obyek yang
diasuransikan kepadanya

Memiliki premi dan bahkan
menuntutnya dalam hal peristiva
yang dipefanjikan terdadi, letapi

disebabkan oleh kezalahan
tertanggung sendiri
Memiliki premi  vang sudah

diterima dalam hal asuransi batal
glay gugur vyang disebhabkan
perbuatan curang dari
{erfanggung.




b. Kewsajiban Penanggung

1) Memberi ganti rugi atau member
sejumlah uang kepada
lerianggung, apabila peristina
yang diperjanjkan lerjadi, jika
mendapat hal yang menjadi
alasan untuk membebaskan darn
kewajiban tersebut

2) Menandatangani dan
menyerahkan polis kepada
tertanggung

3) Mengembalikan premi  kepada
tertanggung, jika asuransi batal
alaw  gugur dengan  syaral
ditambah belum penanggung
risiko sebagian alau seluruhnya,
Menurut Sukis Indrayati (1980

30), menerangkan bahwa :

“Dalam perjanjian asuransi Jasa

Raharja orang telah mengikatkan

dirinya, sehingga limbullah hak

dan kewajiban”.

Hak tertanggung yaitu hak untuk
mendapatkan sanfunan atau ganti rug
atas dirnya akibalt dad adanya
kecelakaan oleh alat angkutan angkutan
lalu-lintas jalan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 4 ayal 1 Undang-Undang
No. 34 tahun 1964 lentang Dana
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, dana akan
memberi  kerugian kepgdanya atau
kepada ahli warisnya sebesar jumlah
yang felah ditentukan berdasarkan
Peraturan Femerintah,

Di samping orang mempunyai hak
di dalam perjanjian, orang tersebul juga
mempunyai kewajiban. Kewajiban
leranggqung di dalam Asuransi Jasa
Raharja adslah membayar sumbangan
wajib seliap ftahunnya pade dana
kecelakaan lalu lintas jalan, sebagaimana
tercantum dalam pasal 2 ayal 1 Undang-
Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, diharuskan
memberikan sumbangan wajib kepada
Dana Kkecelakaan Lalu-Lintas Jalan™
Makz dapat dikatakan bahwa lidak semua
orang atau manusia uniuk membayar
sumbangan wajib, yailu hanya pengusaha
alau pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan
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raya. Jadi orang tersebui ielah membayay
sumbangan wajib dan dianggap telsh
melaksanakan perfanjian asuransi
dengan P.T. Jasg Rahara (Fersero}
sebagai pihak penangaung.

BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Ganti Rugi Korban
Akibat Kecelakaan Kendaraan

Bermotor Roda Dua
1. Prosedur Penuntutan Ganti Rugi

Korban Akibat Kecelakaan

Kendaraan Bermotor Roda Dua

Prosedur penuntutan ganti rugi

adalah cara bagaimana korban atau ahli
waris dari korban kecelakaan penumpang
dan keceleskaan lalu-linlas jalan yang
meninggal dunia, cacat tetap, atau yang
membutuhkan biaya perawatan untuk
mendapatkan ganti rugl  akibat dar
kecelakaan yang didertanya.
Sehubungan dengan leradinya
kecelakaan penumpang dan lalulintas
jalan, maka korban atau ahli waris kerban
kecelakaan penumpang dan lalulintas
jalan, mengajukan tuntutan gantl rugl
tersebut kepada P.T. Jasa Rahara
{Persero) Cabang Makassar sesual
dengan prosedur yang ditetapkan oleh
undang-Undang Nomeor 32 lahun 1964
dan Undang-Undang MNomor 34 lahun
1864 juncto Peraturan Pemeriniah Nomor
17 tahun 1885 dan Peraturan Pemerintah
Nomer 18 tahun 1965. Tata cara di dalam
pengajuan psnunfutan ganti rugi korban
kecelakaan
penumpang dan lalu-linlas jalan adsalah
schagai berikut |

a. Tahap Pertama

Ahli waris atau korban kecslakaan

menghubungi kantor Kepclisian dalam hal
ini edalah Satuan Lalu-Lintas Polisi
Resort (SATLANTAS POLRES) setempat
yang kemudian ke kantor Sistem
Administrasi  Manunggal Satu  Atap
(SAMSAT) atau P.T. Jasa Rahara
(Persero] terdekat, untuk kemudian
mengajukan permohonan santunan. Ahli
waris alau korban mengisi  formulic
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pengajuan Ssantunan dard P.T. Jasa

Raharja {(Persero) yang sudah

disediakan. Didalam formulir pengajuan

lersebut terdapal dua bagian, yaitu |

1) Bagian pertama diisi oleh ahli waris
atau korban kecelakaan mengesnai
nama, hubungan dengan korban,
alamatl, pekeraarn. jenis kelamin,
status, sifat cedeia.

2) Baglan kedua, formulir diisi oleh
petugas P.T. Jasa Raharja (Persero)
yang berada di Sislem Adminisirasi

Manunggal Satu Alap (SAMSAT),
berisi lentang kasus kecelakaan,
leradinya kecelakaan, identiias

kendaraan yang terdibat, identitas dan
sifat cidera korban, serta kesimpulan
kecelakaan yang berisi tentang ruang
lingkup jaminan.
b, Tahap Kedua
Berdasarkan  informasi  yang
diperoleh Jasa Raharja dand  korban
maupun ahli warienya dan setelah Jasa
Raharja memberikan penjelasan teniang
lata cara

permohenan sapiunan kecelakaan
tersebut kepada keorban. Langkah
selanjutnya

korban maupun ahli waris korban mengisi

surat pengajuan santunan kecelakaan

yang disediakan secara cuma-cuma oleh

P.T. Jasa Raharja (Persero), dengan

melampirkan ;

1) Keterangan kecelakaan laludintas
yang ditandatangani pefugas Jasa
Raharja berupa laperan polisi dan
denah gembar kecelakaan vang
lenadi, baik unluk korban kecelakaan
kendaraan bemolor, telegram atau
berita acara kecelakaan dard P.T.
Fereta  Api {(Persero), Berita
kecelakaan dari nahkodalsyahbandar
dan atau pejabat lain yang berwenang
untuk kecelakaan kapal
laut/sungaifdanau dan penyebrangan
serla pesawal udara.

2) Keterangan kesehatan dan dokier,
Fusat Kesehalan Masyarakat
(PUSKESMAS) atau mumah sakit,
dimana korban dirawal atau menjalani

)

4)

pengobatan, Keterangan keschatan
ini berisi tentang cidera yang secara
garis besar berisi penjelasan identitas
dokter yang menangani, penjelasan
fentang cidera, atau luka-luka yang
diderita korban, diagnosa keadaan
serta tindakan pertolongan yang telah
atau akan dilakukan lerhadap korban,

Dalam hal korban meninggal dunia :

a) Keterangan vyang dilampirkan
berupa surat keterangan kematian
dari dokter rumah sakit tempat
korban dirawat.

b) Khusus mengenai hal Ini,
kelengkapan lain yang diperiukan
yaitu keterangan ahli  waris.
Keterangan ini hams diisi dan
ditandatangani oleh Kepala Desa
setempat alau pejabat berwenang

yang menjelaskan tentang
identitas korban dan ahll waris
korban. Uniuk  mendapatkan

gantunan, maka korban atau ahli
waris korban harus memenuhi
persyaralan yang diminta oleh
pihak P_T. Jasa Raharja (Persero).
Untuk kelengkapan wajib
diserahkan  surat-surat  bukti
sebagal berikut :
Dalam hal kematian ;
a) Proses verbal polisi lalu-lintas atau
~lein yang berwenang tenlang

kecelakaan vyang ftelah terjadi
dengan alal angkutan yang
bersangkutan, yang

mengakibatkan kematian pewaris.

b} Keputusan hakim atau pihak
berwajib lain yang berwenang
lentang pewarisan yang
bersangkutan

¢} Sural-sural kelerangan dokter dan
bukli lain yang dianggap perlu
guna penagesahan fakta kematian

yvang terjadi, hubungan sebab
musabab kemalian tersebut
dengan penggunaEan alatl
angkutan dan  hal-hal yang

menentukan jumiah pembayaran
dana yang hans diberikan.




3) Dalam cacat tetap atau cidera
a) Proses verbal polisi laludintas atau

yang lain yang bervenang tentang

kecelakaan yang telah teradi
dengan alal  angkutan yang
barsangkutan, yang
mengakibatkan cacal tetap/cidera
pada si penuntut

b) Surat keterangan dokter teniang
jenis cacal tetap/cidera yang telah
terjadi sebagsi akibat kecelakaan
penumpang dan lalu-lintas jalan

e Suratsurat bukfi  lain  wyang
dianggap perlu guna pengesahan
fakta cacat tetap/cidera tersebut
dengan penggunaan alat
angkutan, dan hal-hal yang
menentukan jumnlah pembayaran
dana yang harus diberkan.

Untuk  memperoleh  jaminan
pertanggungan kecelakaan penumpang
dan kecelakaan lalu-lintas jalan, selain
keterangan di atas diperiukan juga bukti-
bukti
lain yang harus dilampirkan seperi :

a. Laporan polisi berikut denah Tempat
Kejadian Perkara (TKP) atau laporan
pihak yang berwenang

b. Kuitansi biaya perawatan dan

pengobatan yang asli dan sah dalam

hal korban mengalami luka-luka

Karlu Tanda Penduduk (KTP) atau

identitas lain yang berlaku

Akte Kelahiran atau Akle Kenal Lahir

Sural Nikah

Karlu Keluarga (KK)

Keterangan cacal leiapicidera dari

dokter,

2. Prosedur Pemberian Ganti Rugi
Korban  Akibat Kecelakaan
Kendaraan Bermotor Roda Dua
Di dalam kecelakaan lalu-lintas

jalan, setiap orang yang berada di luar

angkutan lalu-lintas jalan yang mengasi
korban akan diberi hak atas pembayaran
dana kecelakaan |alulintas  jalan.

Fembayaran dana diberikan dalam hal

sebagai

berikut

L1

o pa
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a. Korban meninggal dunia, dalam wail:
365  han, selelah  tefjadinya
kecelakaan yang bersangkutan

b. Korban mendapat cacat tetap, ¢
wakiu 365 hari setelah tedgo. .
kecelakaan yang bersangkutan

c. Biaya-biaya perawatan dan
pengobatan dokter yang dikeluarkan
dari har pertama setelsh teradi
kecelakaan, selama waktu paling
lama 365 hari

d. Korban meninggal dunia lidak
mempunyai ahli waris, kepada pihak
yang menyelenggarakan
penguburannya diberkan
penggantian biaya penguburan.

Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 18 tahun 1965 pasal 18 ayat ¢

tentang Ketentuan-Kelentuan

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-

Lintas Jalan yang menysbutkan bahwa

hak atas pembayaran dana santunan

akan gugur, dikarenakan hal-hal sebagai
berikut :

&. Jika tuntutan pembayaran dana tidak
diajukan dalam waktu enam bulan
sesudah tedadinya kecelakaan lalu-
lintas jalan yang bersangkutan

b. Jika tidak diajukan gugatan ke
Pengadilan dalam wakiu enam bulan

- setelah permohonan ditolak secara
tertulis oleh Direksi Perusahaan

€. Jika dana yang direalisasikan oleh

perusahaan lidak diambil dalam
jangka wakiu figa bulan,
Menurut  Peraluran  Pemerintah

Nomor 18 iahun 1865 pasal 13 (c}
tentang Ketentuan-Kelentuan
Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-
Lintas Jalan yang menyebutkan bahwa:
jka dalam hal pengemudi kendaraan
bermoler lalai dalam

mengendarakan kendaraannya, maka
akan ada pengalihan hak atau Subrogasi
{pasal 1400 KUH Perdata) dimana dana
yang sudah dibayarkan oleh korban/ahii
waris maka akan diganti oleh pengendara
bermmotor tersebut, Dalam hal penumpang
sebagai {ertanggung lidak meninogal
dunia, ganti kerugian/pertanggungan
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diberikan kepada korban sendir. Akan

fetapi, apabila penumpang yang menjadi

korban itu meninggal dunia, maka yang
berhak menenma ganti
kerugianfpertanggungan adalsh :

a. Jandafdudanya yvang sah, atau

b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang
sah atau dapat juga anak tii matpun
anak angkat yang menunjulkan
penelapan anak angkat tersebut

¢. Jika lidak ada, orang luanya yang sah
yaitu orang lua kandung gads lurus
dengan korban. Apabila merduanya
yang mengajukan tidak dapat.

Jika dalam hal korban kecelakaan
tersebut tidak mempunyai ahli  waris
seperti yang terdapat di atas, maka
diberikan kepada masyarakat ataupun
instansi yang mengadakan penguburan
tersetul sebesar Rp. 1.000.000.- (salu
juta rupiah), Hal tersebut juga harus
dibuktikan dengan adanya  surat
keterangan yang berkailan dengan hal
penguburan itu sebagai bukli yang sah.
Besarnya saniunan berdasarkan Surat
Keputusan Mented Keuangan Nomaor
415/KMK.06/2001 tentang penetapan
santunan dan uran  wgjib dana
pertanggungan keceiakaan penumpang
adalah Menyebulkan bahwa: jika
pembayaran dana sudah dilakukan,
sedangkan kecelskaan dilakukan oleh
orang yang tidak berdangaungjawab,
maka pengusaha/pemilik kendaraan
bermotor wajib mengembalikan kepada
PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero). Hal
tersebut terjadi apabila :

a. Kendaraan dikemudikan oleh orang
yang lidak mempunyai Surat ljin
Mengemudi (SIM) yang sah

b. Pengemudinya dipengaruhi  oleh
keadaan sakil, lelah, obal bius,
minuman beralkohol, atau hal-hal

yang lain
c. Tindakan yang merupakan
pelangaaran dengan sengaja

peraturan lalulintas.
Karena pemberian sanunan ini harus
benar-benar lepat sasaran maksudnya
adalah bahwa santunan diberikan orang

yangh benar-benar mengalami
kecelakaan yang bukan disebabkan oleh
kelalzsiannya sendii melainkan karena
merupakan suatu musibah.
3. Pihak-Pihak Di Dalam Asuransi
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
Di dalam hukum ssuransi orang
yang menernma ganti kerugian haruslah
orang vyang berkepentingan. Menurut
Abdul Kadir Muhammad, (2002:02) :
“Dengan edanya kepentingan,
sejumiah premi dapat dibayar,
sehingga asuransi berjalan. Jika
lerjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian,
tertanggung yang berkepentingan
berhak mengklaim pembayaran
ganti kerugian dari penanggung”.

Ganti kerugian dibayarkan kepada
korban sebagai  fterdanggung
apablla
tidak meningga! dunia, tetapi apabila
korban meninggal, maka menurut ganti
kerugian adalah ;
g, Janda atau dudanya yang sah
b. Apabila lidek ada jandanya atau
dudanya, maka anak-anaknya yang
sah
c. Jika anak-anaknya yang sah lidak
ada, maka orang luanya yang sah.
Hak untuk mendapalkan
pembayaran dana tidak boleh diserahkan
kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat
tanggungan pinjaman dan tidak boleh
disita untuk menjalankan putusan hakim
ataupun menjalankan kepailitan Adapun
pihak-pihak yang tlerdapat di dalam
asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan
menurut  Undang-Undang Nomor 34
tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan
Lalu-Lintas Jalan, hubungan hukum
asuransi  kecelakaan lalu-lintas  jalan
diciptakan anlara
pembayar juran dengan penguasa dana.
Dalam hubungan hukum  asuransi
kecelakaan lalulintas jalan terdapat
adanya pihak penanggung yang disebut
dengan penguasa dana, dan phak
terfanggung yang disebut sebagai




pembayar iuran. Berdasarkan Undang-

Undang Momor 34 tahun 1864 tertang

Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, ada

2 pihak yang tedibat di dalam asuransi

kecelakaan lalulintas jalan, yaitu :

d@. Pinak penguasa dana, Pemerintah
yang didelegasikan kepada P.T, Jasa
Rahaja' (Persem) Cabang Makassar

b. Pihak Pengguna [alan raya bukan
penumpang, vallu yang dapat manjadi
korban kecelakaan lalu-lintas jalan.

Fenanggung adalah pihak-pitak

yang menanggung adanya peralihan
risiko, dimana pihak tertanggung di dalam
asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan,
sualu saat akan memberi ganli rugi yang
diambil dari danafsumbangan waijib jika
terjadi sualu keadaan yang lidak pasti
dan mengakibatkan kerugian. Kejadian
tidak pasti tersebut dapat dipilih oleh
pemerintah melalui P.T. Jasa Rahanja
(Perserc) Cabang Makassar. Dalam
asuransi kecelaksan laludintas jalan,
panangguny berkewajiban untuk
memberikan ganti kerugian kepada
tertanggung akibat kejadian yang tidak
pasti dari dana yang terhimpun dari
sumbangan wajib, yang dipungut dari
pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-
lintas jalan. Terlanggung adalah para
pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-
lintas jalan

vang diharuskan memberi sumbangan

wigjil liap lahunnya unluk menulup akibal

keuangan karena kecelakaan lalu-lintas
jalan kepada korban/ahli  warisnya.

Pengusahal/pemilik alat angkutan lalu-

lintas jalan ikl  bertanggungjawsb

lerhadap kerugian akibal kecelakaan
yvang dilimbulkan oleh penggunaan alat
angkutan lalu  lintas jalan miliknya.

Sebagai wujud dar tanggungjawab itu,

maka mereka diwajibkan membayar furan

yang disebut sebagal sumbangan wajib.

4. Sumbangan Wajib (Premi} Asuransi
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Dalam asuransi kecelakaan lalu-
lintas jalan yang dimaksud dengan premi
adalah sumbangan wajib. Sumbangan
wajib adalah sumbangan tahunan yang
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wajib dibayar olch pengusahalpemilik alat

angkutan lalu-lintas  jalan. Kelentuan-

ketentuan mengenai jumlah Sumbangan

Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

{SWDKLLJ), menurut Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia HNo.

416/KMK.06/2001 pasal 3 tentang

Penetapan Santunan Wajib Dana Lalu-

Lintas Jalan sebagal berikul :

8. Sepeda molor 50 cc ke bawah, mobil
ambulance, mobil pemadam
kebskaran dan mobil jenazah
dibebaskan dari sumbangan wajib

b. Trakior buldozer, forklif, mobil derek,
eskavalor, crcne dan sejenisnys
membayar sumbangan wajib sebesar
Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah)

c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan
scooler di atas 50 cc sampai dengan
250 cc dan kendaraan bermotor roda
tiga membayar sumbangan wajib
sebesar 18.000,00 (sembilan belas
ribu rupiah}

d. Sepeda motor dan scooter di atas 250
cc membayar sumbangan wajib
sebesar Rp 40.000, 00 (empat puluh
ribu rupiah)

e. Pick up atau mobil barang sampai
2400 cc, sedan, jeep, dan mobil
penumpang bukan angkutan umum
membayar sumbangan wajib sebesar
Rp 70.000, 00 ({tujuh puluh rbu
rupiah)

f. Mobil penumpang angkutan sampal
1600 ec membayar sumbangan wajib
sebesar Rp 40.000, 00 (empat puluh
nibu rupiahy)

g. Bis dan mikre bis bukan angkutan
umum membayar sumbangan wajib
sebesar Rp 75.000, 00 {lujuh puluh
lima ribu rupiah)

h. Bis dan mikro bis angkutan wmum,
seria mobil penumpang angkutan
umum lain di atas 1600 cc membayar
sumbangan wajib Rp S0, 00 {lima
puluh rupiah)

i,  Truk, mobil langki, mobl bamang di
atas 2400 cc, Uuk konlamner dan
sejanisnya sumbangan wajib Rp 80,
00 (delapan puluh rupiahy,
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6. Tanggungjawab P.T. Jasa Raharja
(Persero) cabang Makassar
terhadap korban kecelakaan lalu-
lintas Jalan

a. Latar Belakang berdinnya P.T. Jasa
Raharja (Persero) cabang Makassar

Berdasarkan sifal
penyelenggaraan usahanya, P.T. Jasa
Rahafa (Persero) merupakan usaha
ssuransi di bidang sosial, karena dalam
menyelenggarakan program  &asuransi
bersifat wajib berdasarkan Undang-
Undang dan memberikan perfindungan
dasar untuk kepenlingan masyarakat.
Mengingat rnsiko-risiko yang dihadapi
seseorang ekibat dar rntangan yang
tidak pasti datangnya dan menimpa
kesehatan jasmani seseorang. Untuk
mengatasi rintangan tersebut pemerintah
menyelenggarakan sistem pedindungan
dengan memberkan jaminan asuransi
sosial. Tujuan dari asuransi sosial adalah
menyediakan sualu  bentuk jaminan
tertentu kepada seseorang alau anggota
masyarakat yang menderita kerugian dan
mempergunakan hidupnya dan
keluarganya (Emmy Pangaribuan
Simanjuntak, 1983; 105).

Semula Asuransi jasa Raharja
bernama KA KARYA" yang merupakan
gabungan beberapa perusahaan asuransi
kerugian Negara terbeniuk pada tanggal
31 Desember 1960, Kemudian
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
Nemer 39 Tahum 1980, Perusahaan
Asuransi Kerugian Negara dijadikan
scbagai perusahaan perseroan dan
berubah nama menjadi P.T. Jasa Raharja
{Persero) sesual dengan akie notarics
Imas Fatimah, §H. Nomor 63 lzhun
1998. Sedangkan P.T. Jssa Raharja
{Persero) Cabang Makassar diresmikan
tanggal 14 Desember 1930, Awalnya
berada di Bondowoso, karena adanya
penyesuaian dan pertimbangan dacrah
yang kurang mendukung, maka dilakukan
perpindahan. Setelah melalui beberapa
penelitian, akhimya diputuskan bahwa
Jember merupakan lempat  yang

memenuhi syarat dilihat dari
perfimbangan daerah yang cukup
mendukung. PT Jasa Raharja (Persero)
Cabeng Makassar melaksanakan

usahanya meliputi daerah Makassar.
Dalam menfalankan kineganya
sebagai pengemban tugas yang ada di
dalam, [Undang- Undang Nomor a3
tentany Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang dan Undang-
Undang Momor 34 tahun 1864 tentang
Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, yaitu
mengelola dana-dana dard masyarakat
untuk diberikan kembali kepada
masyarakat yang menjadi  korban
kecelakaan baik kecelakaan penumpang
maupun kecelakaan lalu-lintas jalan.

6. Tugas dan Kewajiban P.T. Jasa
Raharja (Persero) Cabang
Makassar Terhadap Korban
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Setiap perusahaan asuransi pasti
terdapat suatu kewsjiban yang harus
dilakukan oleh tertanggung kepada
penanggung sebagai imbalan risiko yang
ditanggungnya, berupa pembayaran
premi. Pada Undang-Undang Nomor 33
tahun 1964 tentang Dana Fertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang, dana
diperoleh  dari  furan-iuran  setiap
penumpang kendaraan angkutan jalan,
kecuali iuran-iuran yang lelah ditetapkan
oleh menteri.

Untuk Undang-Undang Nomaor 34
tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan
Lalu-Lintas Jalan, dana yang diperoleh
dari sumbangan wajib dari pemilik atau
pengusaha alal angkutan lalu-intas jalan
setiap bulannya melalui pembayaran atau
waktu perpanjangan Surat  Tanda
Kendaraan Bermotor (STNK) di kanlor
Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
setempat. Perusahaan Asuransi seperti
P.T. Jasa Rasharja (Persero} cabang
Makassar secara langsung mempunyai
tugas di dalam kaitannya terhadap korban
kecelakaan lalulintas jalan sebagai
berikut




a. Menelili kebenaran kasus kecelakaar,
[alu-lintas

b. Meneliti keabsahan ehli waris untuk
korban yang meninggal alau melalui
sural kuasa

c. Meneliti lebih lanjut stalus lingkup
jaminan.

Sebelum P.T. Jesa Raharja
(Persera) Cabang Makassar memberikan
pembayaran atas pengajuan santunan,
dilakukan survey terlebih dahulu terhadap
kasus tersebul. Pelugas Jasa Raharia
terjun ke tempat kejadian perkara dan
meneliti apskah benar-benar terjadi
kocelakaan. Demikian juga dilakukan
untuk penetapan kepastian jaminannys,
apakah korban di pihak yang benar atau
dipiihak sebagai penyebab kecelakaan.
Pembayaran santunan terdapat beberapa
lingkup jaminan yang berkaitan dengan
sebab terjadinya kecelakaan l|aluldinlas,
sebagai berikut :

a. Teramin Undang-Undang Nomor 33

tahun 1864  tentang Dana
Peranggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang

b. Maksud feramin adalah pembayaran
ganti kerugian yang dilakukan oleh
korban kecelakaan darn penumpang
yang sah dar kecelakaan kendaraan
bermotor umum, kereta api, pesawat
terbang. peruszhaan penerbangan
nasional dan kapal, perusabaan
perkapalan atau pelayaran nasional

c. Tidak terjamin Undang-Undang
Womor 33 tahun 1864 tentang Dana
FPertanggungan Wajib Kecelakaan
Fenumpang

Dalam Peraturan Pemerintah

Momor 17 tahun 1865 lelah dijelaskan

bahwa kecelakaan yang ftidak (erfamin

oleh Undang-Undang MNomor 33 tabun

1964, syarat untuk mendapatkan ganti

rugi dari P.T. Jasa Rahara (Persero)

Cabang Makassar, adalah sebagai

betikul ;

a. Jika korban atau ahli wadsnya telah
terfamin Undang-Undang MNomer 34
tahun 1964 terdang Dana Kecelakaan
lalu-Lintas Jalan
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b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau
segala sesualu yang disengaja

¢. Kecelskaan ferjadi pada waktu dalam
keadaan mabuk, melakukan
perbuatan kejahatan, korban
mempunyai cacat badan

d. Kecelakzan fteradi karena fidak
mempunyai  hubungan  langsung
dengan penggunaan alat angkutan
penurmmpang umum sebagai fungsinya

e, Pengemudi dan kru kendaraan
bermolor karena selip sendiri yang
menjadi korban kecelakaan

f. Teramin Undang-Undang Nomor 34
Tahun 16964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

g. Setiap korban kecelakaan dapat
mengajukan ganti rugi pada P.T. Jasa
Raharja (Perserc), apabila korban
tersebul berada di luar alat angkutan
lalu-lintas jalan yang menimbulkan
kecelakaan dan yang menjadi korban
akibat kecelakaan dar penggunaan
glat angkutan lalu-lintas jalan

h. Tidak teramin  Undang-Undang
Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

FPengajuan santunan yang

dilakukan oleh korban atau ahli waris

dikatakan tidak terjamin Undang-Undang

Nomor 34 tahun 1964 karena- sebab-

sebab sebagai berikut ¢

a, Korban atau &hli wans telah
mendapat jaminan dari Undang-
Undang Nomor 33 fahun 1964
tentang Dana Pertanggunagn Wajib
Kecelakaan Penumpang

b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau
kesengajgan pihak korban alau ahli
warisnya

c. Kecelakaan lerjadi pada waktu korban
dalam keadzan mabuk, melakukan

perbuatan kejahatan, korban
mempunyai cacat badan

d. Kecelakaan tidak langsung
disebabkan karena  penggunaan

kendaraan bermotor atau kerela api
sebagaimana fungsinya
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e. Korban menjadi penyebab dalam
kecelakaan tersebul  berdasarkan
laporan polisi.

Tanggung jawab dar F.T Jasa
Raharja (Perserc) sesuai dengan
tugasnya sebagai perusahaan neoara
yvang secara khusus ditunjuk oleh Menteri
Keuangan memberikan pelayanan
terhadap pengajuan sanlunan kecelakaan
lalu-lintas jalan. Begilu pula
fanggungjawab dari P.T. Jasa Raharja
(Persero) Cabang Makassar sebagal
suatu perusahaan perwakilan yang
membawahi beberapa daerah juga
berlanggungjawab alas pengajuan
santunan kecelakean lalu-lintas baik
korban meninggal, cacal tetap, maupun
luka-luka yang diajukan oleh korban
ataupun ahli warisnya. Disamping itu,
juga memberkan pelayanan dan
menginformasikan lenlang caracam
pengajuan santunan.

1. Tanggungjawab dari P.T. Jasa
Raharja (Persero) Cabang
Makassar Terhadap Korban
Kecelakaan Kendaraan Bermotar

Beberapa hal yang berkailan
dengan tanggungjawab P.T. Jasa Raharja
(Persero) Cabang Makassar dalam
melakukan pelayenan pembayaran dana
tersebut diberikan :

a. Kepada korban yang meninggal dunia

akibat langsung dar kecelaksan
dalam waktu 365 har selelah
kecelakaan;

b. Kepada korban yang mendapat cacat
tetap, arinya apabila suatu anggota
badan hilang atau tidak dapat
difungsikan sama sekali atau tidak
dapat sembuh setelah 365 hari

c. Dalam hal biaya-biaya perawatan dan
pengobatan dokder yang dikeluarkan
sejak han periama selelah
kecelakaan selama waktu 365 hari

d. Apabila korban meninggal dunia tidak
mempunyai ahli wars, dana santunan

diberikan penggantian biaya
penguburan kepada yang
menyelenggarakan penguburan
tersebut:

Calam hal cacal tetap,
pembayaran dan dihitung menurul daflar
berikut :

a. Dalam hal cacat tetap dar : Kanan Kirl
1) Kedua lengan atau kedua kaki -

100% -

2) Satu lengan dan satu kaki - 100%

3) Penglihatan dar 'kedua mata -
100% -

4y Akal budi seluruh badan dan lidak
dapal sembuh yang menyebabkan
lidak dapal melakukan pekerfaan -
100% -

5) Lengan sendi bahu 70% - 60%

6) Lengan dafd atau di atas sendi
siku 65% - 55%

7) Tangan dar atau di atas sendi
pergelangan tangan 60% - 50%

B) Satu kakl 50% - 50%

8) Penglihatan dar =atu mata 30% -
30%

10) Ibu Jari tangan 25% - 20%

11) Telunjuk tangan 15% - 10%

12) Kelingking tangan 10% - 5%

13) Jari tengah atau jari manis tangan
10% - 5%

14) Tiap-tiap jari kaki 5% - 5%

b. Jike korban orang vyang kidal,
presentasinya ditetapkan seperdi di
atas untuk anggota badan kanan
beraku juga unluk anggota badan
yang kiri

€. Untuk cacat yang fidak tercantum di
dalam presentase di atas, ditetapkan
cleh Direksi

d. Cacat tetap baberapa anggota badan
ditetapkan dengan menjumlahkan
presentasinya, tetapi pembayaran
dana tidak boleh lebih dan 100%:

e Apabila jarjan tangan mengalami

cacal semua, maka akan
dipergunakan perhitungan cacat tetap
satu tangan

f. Apabila cacat tetap yang sifatnya
merupakan rangkaian dan lebih |uas
dalam waktu 365 hari, maka diberikan
tambahan pembayaran dana sebesar
selisin dard jumlah yang ditetapkan
semula



g. Dalam cacat tetap yang wemudian
menimbulkan kematian, maka
kematianlah yang dianggap sebagai
aklbat dari kecelakaan.

Pengajuan ganti kerugian yang
dinilai oleh pihak tertanggung dalam hal
ini adalah korban yang ditimbulkan dari
Fecelakaan  lalu-lintas  jalan  dapat
dilakukan oleh korban ataupun ahli waris
apabila korban meninggal dunia. Dengan
membawa berkas yang telah lengkap ke
kantor P.T. Jasa Raharja (Persem)
Cabang MWakassar dengan mendatangi
rumah korban, Hal demikian dilakukan
oleh F_T. Jasa Haharja {Persero) Cabang
Makassar sebagai wujud
fanggung jawab penyalur dana sosial
kepada masyarakat yang membutuhkan.
Keadaan ftersebut dilakukan oleh pihak
PT. Jasa Haharja (Ferzero) cabang
Makasear dikarenakan melihat keadzaan,
situasi ekonomi dan letak tempat tinggal
yang tidak memungkinkan untuk datang
sendiri ke P.T. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Makassar. Hal ini lidak leriepas
dengan islilah "jemput bola" sebagai
motto pelayanan dari Jasa HKHahara.
Dengan sistem"jemput bola” P.T. Jasa
Raharja (Persero) Cabang Makassar
telah mengkondisikan uniuk bekerja
cepat, begilu mendapat laporan ada
korban kecelakaan lalulintas langsung
mendatangani korban, memberitahukan

hak-haknya dan proses pengajuan

santunan. Tujuan digunakan motto

tersebut adalah sebagai berikul :

a. Upaya peningkatan pelayanan
terthadap korban atau ahli  waris
karena orang yang mendapat

santunan dari P.T. Jasa Rahaija
(Persero) adalah orang-orang yang
kesulitan

b. Untuk memastikan afas jaminan
santunan yang akan ditedma ocleh
karban atau ahli waris korban

¢. Menghindari pihak ketiga vang akan
mengambil keuniungan dar korban
ataupun ahli warns.

Setelah prosedur kelengkapan
administrasi dan keabsahan dokumen,

- alu-lintas
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pembayaran diberikan kepada korban

atau ahli waris  yang berhak

menernmanya.

Begitu berarti peran dan tanggungjawab

dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang

Makassar di dalam meningkatkan

pelayanan lerhadap korban kecelakaan

jalan, Sesuai  denpgan
semboyan Jasa Rahara, yaitu "Utama
dalam perdindungan, prima dalam
pelayanan”. Arinya P.T. Jasa Raharja

{Fersero) Cabang Makassar melakukan

perindungan kepada masyarakat dan

kerugian akibat kecelakaan lalu-lintas dan
melaksanakan pelayanan yang terbaik,

2. Kendala-Kendala di Dalam
Penyelesaian Ganti Rugi dan Upaya
Penyelesaiannya

a. Kendala-Kendala di Dalam
Penyelesaian Ganti Rugi
Kecelakaan HKendaraan Bermotor
Roda Dua

Pelaksanaan sualu Peraturan

Perundang-undangan di tengah-tengah
masyarakat, terkadang fidak sesuai
dengan yang diharapkan oleh pembuat
Peraturan Perundang-undangan tersebut.
Demikian halnya dengan P.T. Jasa
Raharja (Persero) Cabang Makassar
yang melaksanakan Undang-Undang
Nomor 34 tahun 1884 tentang Dana
Kecelakaan lalu-Lintas Jalan Juncto PP
No. 18/1965, dalam proses pemberian
santunanfganti rugi kepada korban/ahli
waris sering mengalami kendala yang
menyebabkan wakiu penyelesaia ganti
nigi mengalami keterhambatan. Adapun
mengenal kendala-kendala yang teradi
diantaranya adalah sebagsi berikut |

1) Minimnya kelengkapan persyaratan
yang diajukan korban/zhli wars di
dalam proses penyelesaian ganti rugi
pada P.T. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Makassar, misalnya Karu
Tanda Penduduk (KTP} yang sudah
lidak berlaku lagi, Kartu Keluarga (KK)
yang sefng tertinggal di rumah atau
hilang, sehingga menunda di dalam
proses penyelesaian ganti rugi
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Z) Adanya campur tangan dari pihak
luar, misalnya : calo/makelar yang
terkadang dilakukan oleh perwakilan
korban supaya memudahkan di dalam

proses penlelesaian ganti g,
padahal hal tersebut justru sebaliknya
3) Masih banyaknya kendaraan
bemmotor yang belum melunasi
sumbangan weajib kepada
perusahaan, hal ini merupakan
kendalahambalan di dalam

penyelesaian ganti rugi kecelakaan
lzlu-lintas jalan. Bahkan pihak P.T.
Jasa Raharja (Persero) Cabang
Makassar dalam hal yang demikian
tidak mempunyai kewajiban
membayar santunan kepada korban
yang diakibatkan kecelakaan dari
kendaraan bermotor yang
bersangkutan. Karena kendaraan
yang demikian ini tidak terfjamin atau
tidak dilindungi olch penanggung,
apabila kendaraan lersebut
mengalami kecelakaan yang
mengakibatkan korban jiwa bagl
pengendaranya. Dengan kala lain
pihak tertanggung tidak membayar
premifsumbangan wajib sebagai satu-
satunya kewsjiban tertanggung yang
harus dipenuhi.
2. Upaya Penyelesalan Terhadap
Kendala-Kendala di Dalam Ganti
Rugi Kecelakaan Kendaraan
Bermotor Roda Dua
Ketika terjadi suatu permasalaban
di dalam penyelesaian ganti rugi terhadap
korban kecelaksan kendaraan bermotor
reda dua, maka ada sualu upava
penyelesaian untuk mengatasinga yang
akan dilakukan oleh pihak P.T. Jasa
Raharja (Persero) Cabang Makassar,
diantaranya adalah sebagai berikul :
g, Memberkan kebijaksanaan
Pihak P.T. Jasa Rahafja (Persero)
Cabang Makassar memberikan suatu
kebijaksanaan kepada korban atau ahli
waris mengenai kelengkapan yang

harus diperlukan dengan  selengkap-
lengkapnya, seperli Kartu  Tanda
Penduduk (KTP)} yang sudah tidak

berlzku lagi. Maka pihak penanggung
akan menenma atau menyarankan pada
korban agar mengurus Karu Tanda
Penduduk (KTP) sementara untuk proses
pengajuan tersebut.
b. Mengadakan Kerjasama
Pihak F.T. Jasa Haharja Cabang
Makassar mengadakan kefjasams
dengan instansi lain seperti Kepolisiar
lalu-Lintas, Dinas Lalu-Lintas Angkutan
Jalan Raya (DLLAJR) dan dokier yang
merawat korban serta pamong praja yang
menerangkan bahwa korban atau ahli
wans adalah warganya. Dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada
masyarakal yang mengalami musibah
kecelakaan lalu-lintas, diharapkan agar
kepada !

1) Camat/Lurah/Kepala Desa,  agar
memberikan perhatian dan bantuan
scpenuhnya kepada para koban/ahli
waris korban kecelakaan lalu-intas
mengenal pengesahan identitas dird
serta surat-surat ahli wars lainnya,
sehingga dapal mempercepat proses
pembayarannya dan santunan

2} Pimpinan Rumah SakiPusat
Kesehatan Masyarakat untuk
memberikan perhatian dan bantuan
sepenuhnya pada korbanfahli waris
korban kecelakaan yang menuliskan
keterangan kepads korban  untuk
kepentingan yang sama

3) Di dalam pembayaran, hendaknya
fidak dikenakan biaya—biaya yang
fidak resmi yang mengakibalkan
terbebaninya salah satu pihak

4) Mengadakan sosilaisasi kepada
masyarakat mengenal arti pentingnya
asurans! sera manfaat yang didapat
dari pengallhan risikko dengan
memberikan ganti rugi bagi korban
kecelakaan kendaraan bermotor roda
dua di lalu-lintas jalan.

BAB IV
FPENUTUP
A. Kesimpulan
D& keseluruban uraian wang ada di
dalam bab sebelumnya, pembahasan



yang diperoleh berdasarkan analisa data-

data

ierkumpul serta

yang

menghubungkannya dengan teori yang

berkaitan
selanjutnya

dengan
penulis

permasalahan,
menyimpulkan

sebagal berikut :

1.

Prosedur ganli rugi adalah cara
bagaimana kcrban atau ahli waris dari
korban kecelakaan penumpang dan
kecelakaan lalu-lintas jalan yang
meninggal dunia, cacat tetap, atau
yang membuluhkan biaya perawalan
untuk mendapatkan ganli rugi akibat
dari kecelakaan yang dideritanya.
Sehubungan dengan  terjadinya
kecelakaan penumpang dan  lglu-
linfas jalan, maka korban atau ahli
waris korban kecelakaan penumpang
dan lalulintas jalan, mengajukan
tuntutan gantl rugi tersebut kepada
P.T. Jasa Raharja (Persero} Cabang
Makassar scsuai dengan prosedur
yang ditelapkan oleh undang-Undang
Momor 33 tahun 1964 dan Undang-
Undang Nomor 34 lahun 1964 junclo
Peraturan Pemeriniah Nomor 17
tahun 1865 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 1965, Untuk
mempercleh jaminan pertanggungan
kecelakaan penumpang dan
kecelakaan ialu-lintas jalan, selain
keterangan di atas diperdukan juga
bukti-bukti lain yang harus lampiran

Perusahaan Asuransi seperti P.T.
Jasa Raharja {Perscro) ecabang
Makassar secarg langsung
mempunyai lugas di dalam kaitannya
terhadap korban kecslakaan lalu-

lintas  jalan diantaranya sebagai
barikut : Menelifi kebenaran kasus
kecelakaan lalu-linias, meneliti

keabsahan ahll waris untuk korban
yang meninggal atau melalui surat
kuasa,, meneliti lebih lanjut status
lingkup jaminan. Sebelum P.T. Jasa
Raharja (Persero) Cabang Makassar
memberikan pembayaran atas
pengajuan saniunan, dilakukan
survey terlebih dahulu lethadap kasus
tersebut, Pelugas Jasa Rahara terjun
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ke tempat kejadian perkara dan
menelili apakah benar-benar feradi
kecelakaan. Demikian juga dilakukan
untuk penetapan kepastian
jaminannya, apakah korban di pihak
yang benar atau dipiihak sebagsai
penyebab kecelakaan, Seperti kasus
yang penu'is' gunakan sebagai fakta di
dalam penelitian ini merupakan kasus
kecelakaan yang tefamin oleh
Undang-Undang Nomer 34 tahun
1964.

Kendala-Kendala di dalam
penyelesaian ganti rugl kecelakaan
kendarzan bermolor roda dua,
diantaranya: minimnya kelengkapan
persyaratan yang diajukan korban/ahli
waris di dalam proses penyelesaian
ganti rugi pada PT. Jasa Raharja
Cabang Makassar, misalnoya Karu
Tanda Penduduk (KTP) yang sudah
tidak berdaku lagl, Kartu Keluarga (KK)
yang sering lertinggal di rumah atau
hilang, sehingga menunda di dalam
proses penyelesaian ganti  rugl,
adanya campur tangan dar pihak

luar, masih banyaknya kendaraan
bermolor yang belum melunasi
sumbangan wajib kepada

perusahaan, Maka dan itu pihak P.T.
Jasa Raharfja (Persero) Cabang
Makassar Pihak P.T. Jasa Rahara

(Persero)} Cabang Makassar
memberkan sualu  kebijaksanaan
kepada korban atau ahli waris
mengenal kelengkapan yang harus
diperlukan dengan selengkap-
lengkapnya.,

B. Saran

Adapun mengenal saran yang diberikan
oleh penulis tentang dana kecelakaan
lalu-lintas di P. 7. Jasa Rahara (Persera)
Cabang Makassar adalah sebagai berikut

1.

Memberikan kebijaksanaan Pihak
P.T. Jasa Rahana Cabang Makassar
memberkan sualu  kKebijaksanaan
kepada ‘korban atau ahli  waris
mengenal kelengkapan yang harus
diperiukan dengan selengkap-
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lengkapnya, seperti Karlu Tanda
Penduduk (KTP) yang sudah fidak
berlaku lagi. Maka pihak penanggung
akan menerima alau menyarankan
pada korban agar mengurus Karlu
Tanda Penduduk {KTF) sementara
untuk proses penpgajuan tersebut

. Meningkatkan Kerjasama Pihak P.T.
Jasa Raharja (Persero) Cabang
Makassar, sebailknya meningkatkan
kerjasama dengan instansilaln seperti
Kepolisian lzlu- Lintas, Dinas Lalu-
Lintas  Angkutan Jalan Raya
(DLLAJR) dan dokler yang merawat

tujuan untuk memaksimalkan kinerja-
kinerja pelaksanaan tugas dar P.T.
Jasa Raharja (Persero) Cabang
Makassar

. Meningkatkan sosialisasi Masyarakatl

secara urnum masih kurang
memahami dan mengeri akan ari
pentingnya berasuransi, Maka dari itu
P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang
Makassar dalam hal lugasnya
terhadap masyarakal, sebaiknya
meningkatkan sosialisasi yang lebih
baik, guna memberkan kesadaran
dan pengetashuan tentang pentingnya

korban kecelakaan kendaraan
bermotor serda pamong praja yang
menerangkan bahwa korban atau ahli
waris adalah warganya. Dengan

berasuransl dan manfaal vang
diperoleh dard Hu. Peranan dad
petugasipegawal dad P.T. Jasa
Raharja (Persero) Cabang Makassar
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